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WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI LANJUT USIA KOTA PADANG PANJANG

Menimbang

Mengingat

MASA BHAKTI 2007 - 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Keputusan Presiden
Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Lanjut Usia, perlu dibentuk Komisi
Lanjut Usia;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Komisi Lanjut
Usia Kota Padang Panjang Masa Bhakti 2007-2010.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Inodnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inodnesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Lanjut Usia;
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Keluarga Berencana Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2004 Nomor 74 Seri D.17).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI LANJUT USIA KOTA PADANG
PANJANG MASA BHAKTI 2007 - 2010



BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepdla Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh)
tahun.

7. Komisi Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Komisi Lansia adalah
wadah  koordinasi yang mempunyai tugas menyusun dan
mengkoordinasikan kebijakan serta mengendalikan program peningkatan
lanjut usia yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dan
Masyarakat.

8. Sekretariat adalah suatu unit kerja yang berada dalam lingkungan
Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang, dan ditetapkan oleh Walikota
yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintah di Bidang Sosial
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kelompok Kerja adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau diberi
wewenang oleh Pemerintah untuk rapat dan sebagainya untuk
menjalankan fungsi atau tugas tertentu.

W

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Lansia Kota Padang Panjang.

(2) Pembentukan Komisi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
merupakan wadah koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Komisi Lansia Kota Padang Panjang berkedudukan di Kota Padang Panjang
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Bagian Ketiga
Tugas Komisi

Pasal 4

(1) Komisi Lansia Kota Padang Panjang, mempunyai tugas :

a. membantu Walikota dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam
Penyusurian Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; dan

c. menyusun dan melaksanakan Program Kerja 3 (tiga) tahunan dan 1
(satu) tahunan, yang berpedoman kepada Kebijakan Pemerintah Kota
Padang Panjang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi
Lansia Kota Padang Panjang dapat bekerjasama dengan Instansi
Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Para Ahli, Badan Internasional, dan
Pihak-pihak lain, baik di pusat maupun di daerah.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Komisi Lansia Kota Padang Panjang, terdiri dari
unsur Pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua
puluh lima) orang.

(2) Susunan Organisasi Komisi Lansia Kota Padang Panjang terdiri dari :
Penasehat dan Pelindung;

Pengarah;

Ketua I merangkap anggota;

Ketua Il merangkap anggota;

Wakil Ketua I merangkap anggota;

Wakil Ketua Il merangkap anggota;

Sekretaris merangkap anggota;

Bendahara merangkap anggota; dan

Seksi-seksi dan anggota.
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Bagian Kedua
Penasehat dan Pelindung

Pasal 6

Walikota adalah Penasehat dan Muspida (Plus) adalah Pelindung.
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Bagian Ketiga
Pengarah

Pasal 7
Sekretaris Daerah adalah Pengarah.

Bagian Keempat
Ketua I

Pasal 8
Jabatan Ketua I dijabat oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
dalam susunan Organisasi Pemerintah Kota Padang Panjang, yang

bertanggung jawab dalam urusan Pemerintah di bidang Sosial.

Bagian Kelima
Ketua II

Pasal 9
Jabatan Ketua Il dijabat oleh unsur masyarakat yang peduli terhadap
pelayanan Lansia dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan
program kerja kepada Dinas-dinas, Departemen, Kantor, Bagian, Organisasi
masyarakat baik di pusat maupun di daerah, dan lingkungan sendiri.

Bagian Keenam
Wakil Ketua I

Pasal 10
Jabatan Wakil Ketua I dijabat oleh unsur Pimpinan pada salah satu unit kerja
di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bertanggungjawab

pada urusan Pemerintah di bidang Sosial.

Bagian Ketujuh
Wakil Ketua II

Pasal 11

Jabatan Wakil Ketua II dapat dijabat oleh salah satu pimpinan lembaga sosial
yang mengurus lansia.

Bagian Kedelapan
Sekretaris

Pasal 12

Jabatan Sekretaris dipilih oleh anggota Komisi melalui tata cara yang
ditetapkan bersama oleh komisi ini.
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Bagian Kesembilan
Bendahara, Seksi-seksi dan anggota

Pasal 13

Jabatan Bendahara, seksi-seksi dan anggota lainnya, dipilih dari Pegawai
Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas-dinas, Kantor, Departemen dalam
lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, kecuali Bendahara adalah
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di salah satu unit kerja Pemerintah Kota
Padang Panjang.

Pasal 14

(1) Keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab
dalam urusan Pemerintahan dan merupakan Wakil Instansi Pemerintah,
yang diutamakan di bidang :

kesejahteraan rakyat;
kesehatan ;

sosial;
ketenagakerjaan;
pendidikan;
keagamaan;
keluarga berencana;
pemberdayaan;
perhubungan;
pemerintahan;
pariwisata;
pekerjaan umum;

. pertanian; dan

perdagangan dan koperasi.
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(2) Anggota Komisi yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil
dari :
a. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Kesejahteraan Lanjut
Usia;
b. perguruaan tinggi; dan
c. dunia usaha.

BAB 1V
KESEKRETARIATAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Lansia Kota Padang Panjang
dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan
tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Lansia
Kota Padang Panjang.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satu
unit kerja yang berada dalam lingkungan Instansi Pemerintah Kota
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Padang Panjang, dan ditetapkan oleh Walikota yang bertanggung jawab
dalam urusan Pemerintah di bidang Sosial sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
KELOMPOK KERJA

Pasal 16

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Lansia Kota Padang
Panjang dapat membentuk kelompok kerja.

(2) Keanggotaan, tugas dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Lansia Kota Padang
Panjang.

BAB V1
KOMISI LANJUT USIA KECAMATAN

Pasal 17

(1) Pembentukan Pengurus Komisi Lansia Kecamatan dilaksanakan oleh
Komisi Lansia Kota Padang Panjang.

(2) Komisi Lansia Kecamatan adalah penggerak dari Komisi Lansia
Kelurahan yang berada di Kelurahan-kelurahan.

(3) Camat setempat adalah sebagai Penasehat dari Komisi Lansia
Kecamatan, sedangkan Muspika adalah sebagai Pelindung

(4) Tata cara tugas dan lain-lain dari Komisi Lansia Kecamatan diatur
sebagaimana mestinya oleh Komisi Lansia Kota Padang Panjang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Lansia Kota Padang Panjang
berkoordinasi dengan Komisi Nasional Lanjut Usia dan atau Komisi Lansia
Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Komisi Lansia Kecamatan
berkoordinasi dengan Komisi Lansia Kota Padang Panjang.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 19
Komisi Lansia Kota Padang Panjang mengadakan rapat koordinasi secara

berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan, atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 20

Apabila dipandang perlu, Komisi Lansia Kota Padang Panjang dapat
mengikut sertakan pihak-pihak lain di luar Komisi untuk hadir dalam rapat-
rapat koordinasi.

Pasal 21

Keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah melaporkan hasil rapat
koordinasi kepada Pimpinan masing-masing untuk secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

Ketua-Ketua Komisi Lansia Kota Padang Panjang melaporkan hasil rapat
koordinasi Komisi kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika
dipandang perlu.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur bersama oleh Anggota
Kothisi Lansia Kota Padang Panjang.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 24
Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Padang Panjang.
Pasal 25
Kecuali anggota yang berasal dari unsur Pemerintah, keanggotaan Komisi
diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat lagi 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 26
(1) Untuk pertama kali calon keanggotaan Komisi Lansia Kota Padang
Panjang yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan kepada Walikota
oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana Kota

Padang Panjang.

(2) Pengusulan calon keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk selanjutnya oleh Komisi Lansia Kota Padang Panjang.



Pasal 27

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi dapat berakhir
apabila anggota yang bersangkutan :

mengundurkan diri;

meninggal dunia;

menderita sakit yang menyebabkan tak dapat melaksanakan tugas; dan
melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya sekurang-
kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

apop

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28
Keuangan dan Pembiayaan dari Komisi dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah dan tidak mengikat
yang berasal dari usaha organisasi yang peduli terhadap Lanjut Usia.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengupdangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota g Panjang.

Ditetapkan di : Padpng Panjang
pada tanggal : 5 [lopet 2007 M
15 Shhfas 1428 H

WALIKOTA PADANG PANJANG/&

// SVIR SYAM /
Diundangkan di : Padang Panjang

padatanggal : 5 Moaret 2007M
W5 shalac 1428 H

3( SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
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Penasehat

Pelindung
Pengarah
Ketua |
Ketua Il

Wakil Ketua |
Wakil Ketua 11
Sekretaris
Bendahara
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Seksi Pendidikan
Ketua
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Lampiran : Peraturan Walikota Padang Paniane
Nomor : 3 Tahun 2007
Tanggal : 5 Maret 2007
Tentang : Pembentukan Komisi Lanjut Usia Kota
Padang Panjang Masa Bhakti 2007-2010

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI LANSIA
KOTA PADANG PANJANG PRIODE 2007-2010

1. Walikota Padang Panjang

2. Wakil Walikota Padang Panjang

Muspida Plus Kota Padang Panjang

Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra

H. Muharman, SH ( Pembina Yayasan Anak Mentawai Kota Padang
Panjang )

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan KB

Ketua Lansia Sakinah Padang Panjang

Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosnaker & KB

Kepala Seksi Pembangunan Kesos dan UKS pada Sosnaker & KB

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang
- Kepala Bidang Pendidikan TK SD
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang

Seksi Olahraga dan Kesehatan

Ketua
Anggota

Seksi Sosial
Ketua
Anggota

Seksi Agama
Ketua
Anggota

Seksi Karya Wisata
Ketua
Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

- Kepala RSUD Kota Padang Panjang

- Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Seni Budaya dan Olah Raga
pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setdako Padang Panjang

- Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang

- Ketua Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM)
Kota Padang Panjang.

Kepala Departemen Agama Kota Padang Panjang
- Ketua MUI Padang Panjang
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Pz

Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Pada

- Ketua Tim penggerak PKK Kota Padang Panjang

- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Per!
Kehutanan pada Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

\/

WALIKOTA PADANG PANJAN(&



